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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam berasal dari ajaran agama islam dan terdiri dari hukum yang
diturunkan oleh Allah SWT untuk kebaikan umat-Nya baik di dunia dan akhirat.*
Hukum kewarisan islam mengatur hak dan tanggungjawab serta setelah mereka
meninggal. [lmu mawaris atau faraid adalah ilmu yang mempelajari pewarisan.
Kata “faraid” adalah bentuk jamak dari kata “faraidah, yang berarti ketentuan-
ketentuan tentang pembagian kekayaan yang telah dijelaskan secara terperinci
dalam Al-Quran. ? Istilah “faraid” juga erat kaitannya dengan kata “fardhu” artinya
tugas yang harus dilakukan. Oleh karena itu, hukum faraid mengacu pada peraturan

yang harus dipatuhi oleh umat muslim saat membagi harta warisan.?

Perundang-undangan No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengakui
eksitensi peradilan agama yang mengarah pada pembentukan Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Peradilan agama menggunakan KHI sebagai hukum materil untuk
menyelesaikan masalah seperti warisan, wakaf, dan perkawinan. KHI terdiri dari
kitab figh dan sumber-sumber lainnya. Kehadiran KHI ini didorong oleh
ketidakpastian dan ketidakkonsistenan putusan Peradilan Agama terhadap perkara-
perkara di bawah kewenangannya, yang disebabkan oleh pendapat yang berbeda-
beda di antara para ulama, yang sering kali tidak seragam dalam membahas isu yang

sama.*
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Hukum waris adat, sebagai bagian dari kekayaan hukum yang berlaku di
Indonesia, juga merupakan khazanah keilmuan yang sangat berharga karena digali
dan bersumber dari budaya sosial masyarakat setempat. Hukum ini berdampingan
dengan hukum-hukum lain, seperti hukum waris dalam KUH Perdata.> Waris adat
yaitu warisan yang di wariskan dari seorang pewaris ke ahli warisnya diatur oleh
hukum adat.® Pewarisan adalah proses pengalihan harta milik seseorang yang telah
meninggal kepada penerima, di mana jumlah dan besaran bagian yang diterima
telah ditetapkan melalui wasiat. Jika tidak ada wasiat, maka pihak penerima, beserta
jumlah dan besaran bagiannya, ditentukan melalui mekanisme pembagian warisan.’
Proses pengalihan harta dari seseorang yang masih hidup kepada ahli waris disebut
pengbibahan pemberian hibah kepada seseorang yang memiliki hubungan
kekerabatan, dalam hukum adat, akan diperhitungkan saat pembagian warisan.®

Hukum waris mencakup tiga elemen utama, yaitu warisan atau harta
peninggalan, pewaris yang meninggalkan harta, dan ahli waris yang akan mengurus
dan menerima bagian dari harta tersebut. Di antara penduduk asli Indonesia,
khususnya masyarakat pribumi, tidak ada satu ketentuan hukum yang seragam
terkait hukum waris adat. Hal ini berbeda dengan Hukum Waris Islam yang
memiliki dasar dan sumber yang jelas, serta Hukum Waris Barat (BW) yang juga
memiliki ketentuan-ketentuan spesifik.°

Hukum waris islam terdiri dari tiga komponen utama: pewaris, harta warisan,
dan ahli waris.”® Kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia

disebut harta warisan.'* Warisan ini dapat berupa harta yang telah dimiliki sejak
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belum menikah atau harta yang diperoleh saat pernikahan. Jenis harta warisan yang
disebut harta pusaka hanya dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu karena
sifatnnya yang tidak terbagi.? Seluruh ahli waris dan keturunan mereka berbagi
kekayaan ini. Contohnya termasuk harta pusaka tinggi dalam budaya Minangkabau
dan harta pusaka dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, yang
merupakan warisan turun-temurun dalam sebuah keluarga. Sementara itu, suku
Suku Kaili sendiri merupakan slaah satu suku yang mendiami wilayah Sulawesi
Tengah dan mereka memiliki busana tradisional yang dikenakan saat upacara
pernikahan.

Ada tiga jenis sistem kekerabatan yang berpengaruh, yaitu Sistem
Kekerabatan Patrilineal, Sistem Kekerabatan Matrilineal, dan Sistem Kekerabatan
Parental.® Struktur masyarakat dan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia
berdasarkan sistem keturunan, yaitu:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal
Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak laki-laki.
Dalam sistem ini, istri dianggap keluar dari hubungan kekerabatan karena
pernikahan.™

2. Sistem Kekerabatan Matrilinial
Pada dasarnya, system ini menggambil keturunan melalui pihak perempuan,
yaitu dari ibu dan seterusnya, mengambil garis keturunan dari nenek moyang
perempuan. Sistem ini berakhir dengan keyakinan bahwa semua keturunan
berasal dari seorang ibu sebagai asal-usul mereka.*

3. Sistem Kekerabatan Parental
Sistem ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari garis

ayah maupun ibu. Oleh karena itu, dalam sistem kekerabatan seperti ini, pada
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prinsipnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah dan keluarga

pihak ibu.®

Salah satu komponen penting dari hukum islam adalah hukum kewarisan
yang juga dikenal sebagai hukum faraid. Ini mengatur hak dan kewajiban orang
yang berhak menerima warisan dan bagaimana harta yang ditinggalkan diberikan
kepada orang yang berhak menerima warisan. Masalah yang berkaitan dengan harta
warisan seringkali menyebabkan perselisihan dalam keluarga, terutama mengenai
siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas warisan, serta pembagian yang
seharusnya diterima oleh ahli waris yang berhak.

Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik yang pada akhirnya dapat
mengganggu keharmonisan hubungan keluarga setiap individu mungkin berusaha
bertindak seadil mungkin, namun tindakan tersebut bisa saja dianggap tidak adil
oleh karena itu, ketentuan yang di tetapkan oleh Allah SWT dalam hal pewarisa
harus diikuti. Dengan dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, segala proses
pewarisan dapat berjalan lancar, tanpa menimbulkan perselisihan, bahkan
kerukunan keluarga pun dapat terjaga. Ketentuan dari Allah SWT mengenai
pembagian warisan telah ditetapkan dengan pasti, dan kebijaksanaan terkait hal ini
sepenuhnya bersumber dari-Nya.’

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Alqur'an pada Surah An-
Nisa ayat 11:

LS Ll S8 &) & o3 By S (._<5 S D3N 2l S .

“Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah

ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana™”

Tradisi memang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan
perbedaan lokasi serta kondisi sosial masyarakat tentu akan mempengaruhi

terbentuknya sebuah tradisi.*® Terkait hukum waris, siapa saja yang berhak
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menerima warisan serta berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli
waris, semuanya diatur dalam al-Qur'an.”® Karena itu sebenarnya ilmu mawaris
mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak
berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh
masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara pembagianya. *°

Di sisi lain, masyarakat Kampung Pulo, masih mempertahankan tradisi
pewarisan turun-temurun hingga saat ini. Tradisi ini melibatkan pembagian harta
warisan yang berlaku selama berabad-abad namun, dalam keluarga yang
menerapkan adat ini, dalam pembagian warisan di Kampung Adat Pulo, terdapat
perbedaan dengan sistem warisan pada umumnya di kampung adat pulo ini, warisan
hanya diberikan kepada perempuan, sementara laki-laki sama sekali tidak
menerima bagian warisan dan tidak memiliki hak atas warisan turun-temurun yang
ada di Kampung Pulo, dan anak perempuan yang menikah dengan orang luar dan
menetap di luar kampung adat tidak akan memperoleh harta warisan turun-temurun
karena dianggap telah keluar dari komunitas adat jika anak Perempuan itu menikah
dan menetap di komunitas kampung adat pulo ini maka berhak mempunyai warisan
turun temurun tersebut, jumlah Masyarakat kampung pulo pada saat ini yaitu ada
20 orang karna di kampung adat pulo tidak boleh lebih dari 7 suhunan yang berarti

6 rumah dan 1 masjid.*

Hingga saat ini, masih terdapat masyarakat di Kampung Adat Pulo yang
mematuhi hukum adat pewarisan, di mana perempuan berhak menerima bagian dari
harta warisan orang tua mereka, sementara laki-laki tidak memiliki hak atas bagian
tersebut, dalam pelaksanaan hukum waris di Kampung Adat Pulo, sistem pewarisan
ini telah berjalan turun-temurun sejak era Embah Dalem Arief Muhammad.?

Dalam sebuah wawancara dengan tokoh ulama di Kecamatan Leles,

Kabupaten Garut, terdapat 2 respon yaitu:
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1. Menolak dengan pembagian waris di kampung adat polo Karena, sistem
pembagian waris yang ada di Kampung Adat Pulo dianggap tidak sesuai
dengan syari’at, terutama ketika laki-laki meninggal. Menurut beliau, dalam
pandangan Islam, pewarisan harus mengikuti aturan-aturan Alquran, Hadis,
Qiyas, dan [jma'.

2. Menyetujui dengan pembagian waris di Kampung Adat Pulo Karena, cara
yang diterapkan di kampung adat pulo hanyalah mengikuti tradisi yang
sudah ada sejak lama, sebelum mengenal lebih jauh tentang ajaran agama
islam. Menurut pandangan beliau, hal ini bisa dianggap sah dalam konteks
hukum adat, karena berkaitan dengan adat istiadat, meskipun tetap
menganjurkan untuk seharusnya pembagian kewarisan di bagikan harus
secara adil dan sesuai syari’at, namun di Kampung Adat Pulo adat istiadat

masih sangat kuat hingga saat ini.

Menurut Pendapat ulama Kecamatan Leles pimpinan pondok pesantren Al-
Furqon berbendapat bahwa sistem pembagian waris yang ada di Kampung Adat
Pulo dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama ketika laki-laki
meninggal. Menurut beliau, dalam pandangan Islam, pewarisan harus mengikuti
aturan-aturan Alquran, Hadis, qiyas, dan ijma'. Prinsip utama dalam hukum faraid
Islam, yang bersumber dari Allah, adalah bahwa harta warisan tidak boleh diubah
atau digantikan, dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.?

Sesuai dengan pendapat para ulama yang telah diuraikan sebelumnya, hukum
waris merupakan ketentuan Allah yang telah ditetapkan dengan sangat jelas dan
rinci, baik mengenai bagian warisan maupun ahli waris yang berhak menerimanya.
Setelah Allah menjelaskan pembagian warisan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat
11 yang telah di bahas pada halaman sebelumnya Allah juga memberikan kabar
gembira tentang surga bagi mereka yang taat melaksanakan ketentuan-Nya, serta

memberikan ancaman neraka bagi mereka yang membangkang.*
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Begitu pula, penulis mewawancarai ulama pemimpin Persis 160 Leles
mengenai pandangan beliau terkait hukum waris di kampung adat Pulo. Menurut
beliau, cara yang diterapkan di sana hanyalah mengikuti tradisi yang sudah ada
sejak lama, sebelum mengenal lebih jauh tentang ajaran agama Islam. Menurut
pandangan beliau, hal ini bisa dianggap sah dalam konteks hukum adat, karena
berkaitan dengan adat istiadat, Sebaiknya tetap mengikuti hukum Islam, namun di
Kampung Pulo adat istiadat masih sangat kuat hingga saat ini.?

Menurut pendapat ulama Kampung Pasir Teureup Wetan Kecamatan Leles,
berpendapat bahwa dalam konteks hukum waris di Kampung Adat Pulo, jika anak
laki-laki tersebut telah meninggalkan Kampung Adat Pulo, maka ia tidak lagi diakui
sebagai bagian dari masyarakat di sana dan harus memiliki rumah di kampung adat
tersebut. Berdasarkan prinsip ilmu faraid, seharusnya ia memiliki hak atas warisan
di kampung adat Pulo, karena hukum yang berlaku di sana adalah hukum adat,
seharusnya menggunakan hukum Islam 2

Menurut pandangan ulama Kampung Pasir Teureup Kulon kecamatan Leles,
tradisi atau adat istiadat tidak dapat mengalahkan Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan
Al-Qur'an secara jelas mengatur pembagian waris antara laki-laki dan perempuan,
di mana laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan perempuan satu bagian,

sesuai dengan kaidah fiqih
A

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, kebiasaan yang sudah
umum di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat bisa dijadikan dasar
dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, kaidah Al‘adah Muhakkamah
memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam, sehingga aturan dapat disesuaikan
dengan kondisi masyarakat selama tetap sesuai dengan syariat. Hal ini
menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang selalu relevan di setiap waktu dan

tempat.?’
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Dalam pandangan beliau, pembagian waris di Kampung Pulo karna Adat
kebiasaan dapat dijadikan hukum jadi sampai saat ini masih di laksanakan seperti
zaman dulu pembagian waris nya meskipun sudah di zaman modern tetapi masih
kuat hukum adat yang ada di Kampung Pulo. Seharusnya didasarkan pada syariat
terlebih dahulu, baru kemudian mengikuti adat, tetapi sudah menjadi adat istiadat
di kampung pulo maka tidak bisa di ubah. *

Menurut ulama Kampung Sarjambe Kecamatan Leles terkait hukum waris
kampung adat pulo Karena di Kampung Adat Pulo mengikuti adat atau tradisi yang
berlaku di sana, dan karena adat Pulo tidak dapat diubah, seharusnya
pelaksanaannya sejalan dengan hukum Islam.?

Perbedaan pembagian warisan di Kampung Adat Pulo dengan pandangan
para ulama di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, terletak pada sistem pewarisan.
Salah satu permasalahan yang muncul di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, adalah
mengenai pembagian warisan kepada anak atau keturunan yang berhak. Dalam
hukum Islam, pembagian warisan dilakukan dengan perbandingan 2 banding 1
digunakan untuk membagi warisan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam
hukum waris adat di Kampung Pulo, laki-laki tidak menerima warisan berupa harta
benda,Sementara itu, harta warisan, seperti rumah, dan harta benda lainnya,
diberikan kepada anak perempuan. Kesamaan antara pembagian warisan di
Kampung Adat Pulo dan pandangan ulama Kecamatan Leles adalah bahwa jika
harta warisan berasal dari luar Kampung Pulo, maka pembagian dilakukan sesuai
dengan hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan masalah ini, penulis merasa tertarik untuk
mengangkat isu tersebut dalam bentuk proposal yang berjudul: “Pandangan Ulama
Kecamatan Leles Kabupaten Garut terhadap Kewarisan Kampung Adat Pulo, Desa

Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan
menyelesaikan tiga masah utama, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pembagian warisan di Kampung Pulo, Desa
Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ?

2. Bagaimana pendapat para ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut terkait
Hukum waris adat di kampung pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles,
Kabupaten Garut?

3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pembagian waris Kampung Adat
Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dangan Para

ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, tujuan yang ingin
di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Tradisi pembagian waris Kampung Adat Pulo Desa
Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui pendapat Para ulama Kecamatan Leles Kabupaten
garut terkait Kewarisan adat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang,
Kecamatan Leles, Kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian waris Kampung
Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dangan Para

ulama Kecamatan Leles kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian
ilmu hukum adat dan hukum islam, khususnya dalam bidang hukum waris

terkait pembagian harta warisan, dan ingin mengetahui padangan ulama
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yang ada di kecamatan leles terkait pembagian waris di kampung adat pulo.
Bagi penulis, penelitian ini berfungsi untuk memperluas wawasan keilmuan
sekaligus mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa
perkuliahan ke dalam konteks praktik di lapangan.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat
umum mengenai pembagian warisan dan penelitian ini juga membahas
tentang Pandangan Ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut terhadap
Kewarisan Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles,

Kabupaten Garut.

E. Kerangka Berpikir

Faraid menurut Imam Syafi’i merupakan bentuk jamak dari fariidhah, yang
berarti pembagian yang telah ditetapkan. Secara bahasa, al-fardh bermakna
pembagian, sedangkan secara syar’i, fardh merujuk pada bagian tertentu yang
diberikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat Islam,* Menurut Sayyid
Sabiq, istilah faraid berarti ketentuan. Dalam konteks syar'i, fardh merujuk pada
bagian yang telah ditetapkan untuk para ahli waris. [lmu yang mempelajari aspek
ini dikenal sebagai ilmu waris dan ilmu faraid*

Umat Islam diwajibkan mempelajari, mengajarkan, Pembagian harta warisan
hendaknya dilakukan sesuai dengan ilmu faraid agar terhindar dari pengambilan
harta atau hak secara tidak sah. Oleh karena itu, dalam proses pembagian warisan,
harus mematuhi kaidah-kaidah perhitungan yang telah ditetapkan dalam ilmu
faraid. hal ini penting agar tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan atau
kehilangan haknya, sebab lain yang menghalangi mereka untuk mewarisi. Penting
juga untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan yang tidak sesuai dengan
kaidah ulama. Misalnya, jika seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris

yang terdiri dari seorang suami yang berhak atas setengah harta dan dua saudara

30 Hikmatullah, Figh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, ed. Zulaikha, Figh Mawaris:
Panduan Kewarisan Islam, 1st ed. (A-Empat Anggota IKAPI, 2021), www.a-empat.com.
8L Ibd., h.2
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perempuan yang berhak atas dua pertiga, maka tidak boleh memberikan setengah
harta kepada dua saudara perempuan hanya karena sisa hartanya tinggal setengah
setelah diambil oleh suami.*

Berbeda dengan adat di Kampung Adat Pulo, di mana hingga saat ini mereka
masih menerapkan tradisi adat dalam hukum waris. Di Kampung Adat Pulo,
warisan rumah jatuh kepada anak perempuan, sedangkan laki-laki tidak memiliki
hak atas warisan rumah tersebut, begitu pula dengan tanah, sawah, kebun, dan aset
turun-temurun lainnya. Laki-laki hanya berhak menerima warisan jika harta
kekayaan tersebut berada di luar Kampung Adat Pulo dan diperoleh dari hasil usaha

sendiri.
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KAMPUNG ADAT PULO
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Gambar 1.1 Konsep Kewarisan

Sementara itu pandangan ulama kecamatan leles terkait pembagian waris
kampung adat pulo masih tetep kokoh hukum adat nya di karenakan masih
mengikuti nenek moyangnya zaman dulu, seharus nya yang menjadi dasar hukum

dalam islam yaitu : Alqur’an , Al-hadits , qiyas, ijma. Tetapi menurut pandangan

32 Mohammad Athoillah.Perbandingan figih mawaris, ( Gunung Djati publishing ) h.1-2
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ulama lainya, terkait hukum waris di kampung adat pulo ini yaitu karna itu hanya
adat saja dan mengikuti orang tua pada jaman dulu sebelum mengenal jauh tentang
ajaran agma islam dan menurut pandangan beliau pun sah-sah saja terkait

pembagian waris di kampung adat pulo itu karena udah adat istiadat.

F. Hasil Penelian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu mencakup penjelasan singkat tentang temuan
penelitian sebelumnya tentang masalah serupa sehingga peran dan kontribusi
peneliti jelas. Untuk menghasilkan penelitian yang menyeluruh dan menghindari
pengulangan, perlu dilakukan pra-penelitian terhadap objek penelitian sebelum
melaksanakan penelitian utama tentang Pandangan Ulama Kecamatan Leles

Kabupaten Garut terkait kewarisan kampung pulo.

Penelitian mengenai Kampung Adat Pulo telah dilakukan sebelumnya, baik
dalam bentuk laporan penelitian maupun buku. Di antara karya-karya tersebut,
terdapat beberapa yang relevan:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ricky Irbansyah dengan judul “Pandangan
Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tentang Adat
Temetok dalam Walimah Al-‘Ursy.” Judul ini mencakup tema yang serupa dengan
penelitian ini, meskipun objek dan fokus pembahasannya berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Anisa dalam penelitianya, peneliti ini
hanya membahas pola pembagian warisnya saja penelitian ini memiliki kajian yang
sama dengan penelitian ini, yaitu di Kampung Adat Pulo. Namun, berbeda dengan
penelitian yang ditulis oleh Nur Anisa, yang di tulis anisa hanya fokus kajianya
dalam pembagian waris nya saja. dalam penelitian ini lebih kepada pandangan
ulama Kecamatan Leles mengenai pembagian harta warisan di Kampung Adat Pulo.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aep Saifullah dalam penelitianya, peneliti ini
membahas analisis perbandingan hukum kewarisan adat sunda dengan hukum
kewarisan islam. Dalam penelitian ini, hukum Islam disajikan secara umum,
sedangkan penulisan ini lebih menekankan pada pandangan para ulama di

Kecamatan Leles terkait hukum adat Kampung Pulo.
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Keempat, skripsi yang ditulis oleh Pipit Apiani Hanifah dalam penelitianya,
membahas konsep kewarisan di wilayah adat kampung pulo dalam tinjauan
sosiologi hukum islam. Penelitian ini mengkaji dari perspektif sosiologi hukum
Islam, berbeda dengan penelitian ini lebih fokus pada pandangan para ulama di
Kecamatan Leles.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

NO JUDUL METODE HASIL
PENELITIAN PENELITIAN

1 Pandangan  ulama Kualitatif Judul ini mencakup tema
dan masyarakat yang serupa terkait
kecamatan  singkil pandangan ulama tetapi
kabupaten aceh beda pembahasan dan
singki, tentang adat objek nya.
temetok dalam
walimah Al-U’rsy

2 Pola pembagian Kualitatif Penelitian ini membahas
waris di kampung pola pembagian warisnya
pulo saja, penelitian ni

memiliki kajian yang sama
dengan penelitian ini, yaitu
di Kampung Adat Pulo.
Namun, berbeda dengan
penelitian yang ditulis oleh
Nur Anisa, yang di tulis
anisa hanya fokus kajianya
dalam pembagian waris
nya saja. dalam penelitian
ini lebih kepada pandangan
ulama Kecamatan Leles
mengenai pembagian harta
warisan di Kampung Adat

Pulo.

3 Analisis Kualitatif Dalam  penelitian  ini,
perbandingan hukum Islam disajikan
hukum  kewarisan secara umum, sedangkan
adat sunda dengan penulisan ini lebih
hukum  kewarisan menekankan pada
islam. pandangan para ulama di

Kecamatan Leles terkait
hukum adat Kampung
Pulo.
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4 Konsep kewarisan Kualitatif Penelitian ini mengkaji
di  wilayah adat dari perspektif sosiologi
kampung pulo hukum islam, berbeda
dalam tinjauan dengan penelitian ini lebih
sosiologi hukum pokus pada pandangan
islam. para ulama di kecamatan

leles

Dari sejumlah literatur tersebut, tampak adanya perbedaan baik dalam objek
maupun ruang lingkup kajian dibandingkan dengan skripsi ini. Penelitian lain yang
membahas isu kewarisan serupa juga ditemukan, namun sejauh penelusuran
penulis, tidak ada yang secara spesifik membahas pandangan para ulama
Kecamatan Leles Kabupaten Garut tentang kewarisan di Kampung Adat Pulo Desa

Cangkuang.



